
  

 

BERITA  DAERAH 

KABUPATEN GUNUNGKIDUL 

( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ) 

Nomor :   29                                            Tahun : 2011                    Seri : D 

 

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL 

NOMOR    87    TAHUN 2011 

TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL 

NOMOR 195 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS  

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GUNUNGKIDUL, 

 

Menimbang :  a. bahwa uraian tugas Badan Kepegawaian Daerah telah ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 195 Tahun 2008 tentang Uraian 

Tugas Badan Kepegawaian Daerah; 

b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan Pemerintah 

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 dipandang perlu menyempurnakan 

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 195 Tahun 2008 tentang Uraian 

Tugas Badan Kepegawaian Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana  dimaksud dalam huruf a 

dan  huruf  b,  perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 195 Tahun 2008 tentang Uraian 

Tugas Badan Kepegawaian Daerah; 

 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 



  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai 

Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk 

Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 

tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul 

Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Lembaga Teknis 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 02 

Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Lembaga Teknis 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 3 

Seri D); 

 

 



  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 195 TAHUN 2008 TENTANG 

URAIAN TUGAS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 195 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas 

Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 162 

Seri D) diubah sebagai berikut : 

 

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah sehingga Pasal 8 ayat (3) berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

(3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas : 

a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum; 

b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan administrasi umum; 

c. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;   

d. melaksanakan pengendalian internal badan;  

e. mengelola surat-menyurat dan kearsipan; 

f. mengelola urusan rumah tangga; 

g. mengelola sarana dan prasarana perkantoran; 

h. mengelola perpustakaan; 

i. melaksanakan hubungan masyarakat; 

j. mengelola perjalanan dinas; 

k. menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai; 

l. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian; 

m. melaksanakan pengembangan pegawai; 

n. menyelenggarakan analisis jabatan; 

o. menyusun rincian tugas badan; 

p. mengelola tata usaha kepegawaian; 

q. menganalisis beban kerja; 

r. menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai serta pengawasan melekat; 

s. melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan; 

t. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan 

petunjuk operasional di bidang administrasi umum; 

u. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai; dan 

v. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Pasal  II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul. 
 

 

Ditetapkan di Wonosari 

pada tanggal  30 Desember 2011 

BUPATI GUNUNGKIDUL, 
 

 

 

      ttd. 

BADINGAH   
 

Diundangkan di Wonosari 

pada tanggal  30 Desember 2011 

   Plt. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN GUNUNGKIDUL, 

 ttd. 

          BUDI MARTONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR 29   SERI D.  

 


